KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 24/SEQJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta beberapa ketentuan terkait
Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka Direksi telah menyusun laporan
tentang Penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, guna memberikan
gambaran terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola di PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI. Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan Good Corporate Governance
yang telah dilakukan selama tahun 2021 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang
ada di dalam organisasi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, namun demikian agar selaras
dengan faktor- faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan GCG
meliputi:

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

Penanganan benturan kepentingan

Penerapan fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi Audit Intemn

Penerapan fungsi Audit Ekstern

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Rencana strategis Bank

Transparansi kondisi keuangan dan no keuangan

MO RO O I B U D

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini, seehingga kami mohon kritik
dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan
informasi tentang pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan datang,
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Badung, 27 April 2022
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PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

mengevaluasi laporan pelaksmsan penerapan Good Corporate Governance atau tata
keloIadiFr.BPRmmABALIMANDIRlyangtdahdismmolehDhukmyang
membawahkan fungsi kepatohan dan Manajemen Risiko, sebaggimans Peraturan
Otonitas Jasa Kevsngan Nemor : 04/POJK 32015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan SEOQIK Nomar 24/SEOIK.03/2020 Pewbahan ates Nomor
S/SEOJK03/2016, maka demgan inf kami memberiken persetujuan laporan atas
pelaksanean penerapan Good Corporate Govermance atau tam kelola di PT.BPR
MITRA BALI MANDIRL Ustuk selanjutaya laporan ini dapat disemprmakan dan
dapat dipesgunakan sebagai baban evaluaci kedepan dalam pelaksanaan peserapan
Good Corporate Governance gtan tata kelofa di PT.BPR MITRA BALI MANDIRL

j;l?;];ﬁmagudzpuwanm sebaik-baiknya serta pesmh rass tanggmyg

IGST A
Komisaris Utama




BAB I
PENDAHULUAN

Berdirinya PT.BPR MITRA BALI MANDIRI adalah untuk membantu pertumbuhan
ekonomi daerah serta berfungsi sebagai intermediasi agar bermanfaat untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat sekitarnya.

Dalam tahap proses pertumbuhan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah melalui
hambatan yang sangat berguna bagi proses kedewasaan dan kemandirian BPR ini.
Kedepan kami banyak melihat tantangan dan hambatan yang akan dilalui, tetapi kami
yakin bahwa dengan kesungguhan, semangat ingin maju kerja keras dan solidaritas team
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI serta dukungan dari Pemegang Saham dan kepercayaan
stake holder, maka BPR ini akan menjadi perusahaan yang besar dan sehat. Dengan
semakin meningkatnya kepercayaan diri nasabah / stake holder dalam bermitra dengan
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dan pengelolaan manajerial yang sehat kami yakin
kinerja baik yang sudah tercapai selama ini dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi
perusahaan.

Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko bisnis yang berkaitan erat dengan
pengelolaan usahanya sebagai perantara kenangan. Sejalan dengan perkembangan dunia
usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas yang diantara lain
mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan dan lain
sebagainya.

Dalam rangka meminimalkan risiko kerugian, maka PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada kebijakan dan prosedur penerapan
manajemen risiko yang ditetapkan dengan berdasarkan prinsip kehati- hatian dengan
mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya POJK No
04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan POJK No.
13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR di wajibkan untuk
mengelola BPR dengan praktik terbaik (best practice) dengan berazaskan pada 5 (lima)
pilar Good Corporate Governance, yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility,
Independensi dan Keterbukaan (TARIF).

A. TRANSPARANCY ( Transparansi ) :

Transparansi atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan
relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Tranparansi di
perlukan agar bank menjalankan bisnis secara obyektif, profesional dan melindungi
kepentingan konsumen (nasabah). PT.BPR MITRA BALI MANDIRIsangat transparan
dalam menyampaikan Informasi pada kondisi keuangan dan non keuangan bank.
Informasi keuangan kepada publik dapat dilihat di seluruh jaringan Kantor PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI dan juga melalui homepage / website PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI fuips: bprmitrabalimandiri.com yang sangat mudah diakses.
Cakupan informasi keuangan tersedia, lengkap dan uptodate . Sistem Informasi
Manajemen PT.BPR MITRA BALI MANDIRI khususnya terkait Sistem Pelaporan
Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu,
akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan Keputusan
manajemen.




B.

AKUNTABILITY ( Akuntabilitas ) :

Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkanya. Bank
dikelola secara sehat, terukur dan professional dengan cara memperhatikan
kepentingan Pemegang Saham, nasabah, dan siakeholder lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Bagi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI Akuntabilitas merupakan prinsip adanya tugas
dan tanggung jawab yang jelas pada setiap organ perusahaan dan seluruh pihak dalam
perusahaan sehingga mendukung pencapaian visi, misi, sasaran usaha Bank.

RESPONSIBILITY ( Pertanggungjawaban ) :

Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan dan ketentuan internal bank serta
tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan lingkungan. Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI Responsibilitas dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dalam
menjalankan perusahaan dengan mematuhi ketentuan hukum dan peraturan
perundangan yang berlaku sehingga dapat terpeliharanya kesinambungan usaha dalam
Jangka panjang.

INDEPENDENCY ( Independensi) :

Kemandirian dari dominasi pihak lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan
kewajibanya serta untuk menjaga independensi setiap kegiatan usahanya, PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI memaknai prinsip Independensi sebagai cara agar dalam
pengelolaan perusahaan dapat menjalankan fungsinya, membebaskan diri dari pihak-
pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dan menjalankan fungsinya
sesuai kompetensi yang memadai. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI senantiasa
melakukan penanganan apabila terjadi benturan kepentingan. Seiring dengan
pemberlakuan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menyusun kebijakan dan
prosedur benturan kepentingan. Pengungkapan kondisi benturan kepentingan pada
pengambilan keputusan akan dilengkapi risalah rapat yang diadministrasikan dan
didokumentasikan dengan sangat baik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan..

FAIRNESS ( Kewajaran ) :

Perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama sesuai dengan proporsinya untuk lebih
memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran organisasi . Bagi PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan perlakuan yang adil
dalam memenuhi hak stakeholder sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dengan
demikian kegiatan perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
Prinsip kewajaran dilakukan sesuai manfaat dan kontribusi yang di berikan kepada
perusahaan serta memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan,
berkarir dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku,
agama, ras, gender, dan kondisi fisik.

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI berkedudukan di JI. Raya Kapal, Br Muncan -
Mengwi Kab. Badung, didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 207 tanggal 17
September 1992 oleh Notaris I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan
telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan Nomor C2-1786.HT.01.01 TH.1992 tanggal 17 September 1992,
Anggaran dasar Bank telah mengalami perubahan, berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal
01 September 2016 oleh Notaris Agung Iriantoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum,
Notaris di Jakarta, perihal pengesahan pemyataan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) Tahunan dan Perubahan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 14

sehubungan dengan penyesuaian ketentuan Pasal 5 dalam POJK No. 62/POJK.03/2020
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tentang Bank Perkreditan Rakyat. Akta tersebut telah mendapatkan Surat Pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-
AH.01.03-0433701 tanggal 03 Agustus 2021.

PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beroperasi sesnai dengan Keputusan Menteri
Keuangan No : Kep-106/KM.17/1993, Tanggal 28 Mei 1993 yang berkantor pusat di
Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,
PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang selanjutnya disebut ”Bank”, menyadari bahwa
akuntabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang sekaligus untuk meningkatkan nilai
tambah Bank bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan
tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara berkesinambungan
untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (Good Corporate
Governance - GCG) yang baik dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya.
Sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pelaksanaan
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank terus berupaya
mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko.

Dalam melaksanakan tata kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan
peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana disebutkan di atas,
namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku lainnya seperti :
1. Bank Perkreditan Rakyat
¢ Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
¢ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas

e POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat
¢ SEOIJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank Perkreditan Rakyat
e POIJK no 62/POJK.03/2020 Bank Perkreditan Rakyat
2. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
e POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR
Berdasarkan Modal Inti
e SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor
(Multilisence)
3. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja
Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015

L]
e SKKNI BPR no 322 tahun 2016
°

POJK 11/POJK.02/2021 Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di
Sektor Jasa Keuangan
4. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan

* POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

e SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

e SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan
Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat

e SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran
Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan
SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku

L]
¢ POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
' an GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI TAHUN 2021 3 | 45



SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan
e SEOIJK no 31/SEQJK.07/2017 Inklusi Keuangan
POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa
Keuangan

¢ SEOIJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan
Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

5. Tata Kelola BPR
POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR
SE OJK no 5/SEQJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR
SE OJK no 6/SEQJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan
SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

SE OJK no 24/SEOJK.03/2020 Perubahan atas SEOJK no 5/SEQJK.03/2016
Penerapan Tata Kelola BPR
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
¢ POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
e SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM
e SE OJK no 24/SEOJK.03/2019 Perubahan atas SEOJK no
8/SEOJK.03/2016 KPMM
7. Manajemen Risiko bagi BPR
e POIJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
e SEOIJK no 1/SEQJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
8. Batas Maksimum Pemberian Kredit
e POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank
Perkreditan Rakyat
e SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK
9. Kualitas Aktiva Produktif
e PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
e PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang
Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
Produktif
e POJK no 33/POJK.03/2019 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
10. Pedoman Kebijakan Perkreditan
o SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan
Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
» Lampiran SE no 14/26/DKBU
11. Pedoman Akuntansi BPR
e SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi
Keuangan BPR
e Pedoman Akuntansi BPR
12. Laporan Bulanan
e POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan
OJK
+ SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR
» SEOIJK no 18/SEQJK.03/2021 Perubahan atas SEOJK no 08/SEOJK.03/2019
Laporan Bulanan BPR
13. Transparansi Kondisi Keuangan
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POJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR
SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Publikasi

SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019
tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi

14. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)

15

POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK

Pedoman Penyusunan Data SLIK

Struktur Data SLIK

SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur
melalui SLIK

POJK no 64/POJK.03/2020 perubahan POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan
dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

SEOJK no 3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur

. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan

POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk
Pengembangan SDM BPR

16. Rencana Bisnis

17

18

19

20

21

22,

POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS
SEOJK no 52/SEQJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR
POJK no 15/SEOJK.03/2021 Rencana Bisnis BPR/BPRS
SEOJK no 28/SEOJK.03/2021Rencana Bisnis BPR

. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi

POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
bagi BPR/BPRS

SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
bagi BPR/BPRS

. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP

POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP
SEOJK no 36/SEOQJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP

. Undang-Undang

UU no 8/2010 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
UU no 9/2013 ttg Pencegahan dan Pemberantasan TP Pendanaan Terorisme

. Peraturan Pemerintah

PP no 43/2015 ttg Pihak Pelapor

PP no 2/2016 ttg Tatacara Penyampaian Informasi dalam Pencegahan dan
Pemberantasan TPPU

. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan

POJK no 12/POJK.01/2017 ttg Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

SE no 32/SEQJK.03/2017 ttg Penerapan APU & PPT di Sektor Perbankan
POJK no 23/POJK.01/2019 ttg Perubahan atas POJK no 12/POJK.01/2017 ttg
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Kepala PPATK

Perka No PER-09/1.02. 2/PPATK/09/12 ttg Tatacara Penyampaian LTKM dan
LTKT
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23,

e Perka No PER-14/1.02/PPATK/11/14 ttg Pengenaan Sanksi Administratif atas
Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
« Perka No PER-02/1.02/PPATK/02/15 ttg Kategori Penguna Jasa Berpotensi
Melakukan TPPU
Penjaminan Simpanan

e PLPS no 2/2014 ttg Perubahan atas PLPS no 2/PLPS/2010 ttg Program

24,

Penjaminan Simpanan PLPS_2 th 2014 Perubahan PLPS Penjamiman 2010
e Panduan Tatacara Perhitungan Premi
¢ PLPS no 1-2019 Laporan BPR
*PLPS no 2-2019 Laporan BPR/BPRS
Relaksasi

1. Kebijakan Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

24,

26.

27.

« POIJK no 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19
» POJK no 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan BPR-BPRS Sebagai Dampak
Penyebaran Coronavirus Disease 2019
« POJK no 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK no POJK no
11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai
Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cofid-19
Peraturan - Peraturan Pemerintah lainya, Keputusan-keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia atau Departemen Kementerian yang terkait
. Anggaran Dasar PT.BPR MITRA BALI MANDIRI beserta perubahan-
perubahannya
Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI
Pedoman dan Kebijakan Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang &
Pencegahan Pendanaan Terorisme PT.BPR MITRA BALI MANDIRI

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan
laporan pelaksanaan tata kelola yang terdin atas transparansi pelaksanaan tata
kelola dan kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan tata kelola di
PT.BPR MITRA BALI MANDIRL
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BAB I
DIREKSI

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Bank
untuk kepentingan dan tujuan Bank, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Serta
secara kolektif Direksi juga berwenang dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan
perusahaan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direksi bertanggungjawab kepada RUPS.
Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS tersebut merupakan perwujudan
pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip —prinsip GCG.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama, adalah:

1. Memastikan terselenggarannya pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata
kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau
jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip kehati — hatian.

2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

3. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang -
Undangan yang berlaku.

4, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan
/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

5. Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat
strategis di bidang kepegawaian.

7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, adalah:

—

Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank

2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan
ditetapkan oleh Direksi

3. Menetapkan Sistem dan Prosedur Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun
ketentuan dan pedoman Internal Bank

4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan
usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan &
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank

6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil
oleh Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh
unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan
Perundang-undangan lain yang relevan

8. Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait
pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

10. Melakukan Hak dan Kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan

keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
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Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan
yang di atur dalam Anggaran Dasar Bank dan bertanggungjawab penuh atas
pelaksanaan kepengurusan Bank, antara lain :

1. Menetapkan tujuan dan strategi Bank untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.

2. Direksi telah mengelola perusahaan sehingga tercipta terkoordinirnya semua
aktifitas BPR, baik di bidang operasional, kredit dan pemasaran serta sumber daya
manusia dengan sebaik- baiknya.

3. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya
sebagaimana di atur dalam anggaran dasar dan Peraturan yang berlaku.

4. Direksi telah melaksanakan prinsip- prinsip GCG dalam kegiatan usaha bank pada
sebagian tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain direksi telah menjalankan
fungsi audit intern, pembentukan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang
independen terhadap operasional dan penerapanya bertindak sebagai pengendalian
intern,

5. Direksi telah menyesuaikan dan melaksanakan program Anti Pencucian Uang (
APU ) dan pencegahan Pendanaan Terorisme ( PPT ) yang di sesuaikan dengan
ketentuan terbaru dari OJK yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 POJK tentang
Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor
Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/SEOQJK.03/2017 SEOJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit / SKAI, Auditor Eksternal, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen yang telah di sepakati.

7. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip kehati- hatian dan kepatuhan
Bank terhadap kegiatan operasional.

8. Direksi telah menyediakan data secara lengkap, dan akurat , terkini dan tepat waktu
kepada Komisaris.

9. Direksi memiliki pedoman kerja dan tata tertib kerja yang mengatur etika kerja,
waktu kerja, dan rapat.

10. Membuat laporan tahunan dan dokumentasi keuangan secara transparan.

B. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DIREKSI
Berdasarkan Akta Pernyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham No: 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung
Iriantoro, Notaris/ PPAT, Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31
Desember 2021 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama
dan 1 (satu) orang Direktur dengan komposisi sebagai berikut:

Independen

2 |Elly Yulianti i Independen

Jumlah Direksi telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/ POJK
.03./2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. & Sesuai dengan Sesuai kartu
identitas diri masing-masing maka seluruh anggota Direksi bertempat tinggal /
berdomisili di kota/kabupaten yang sama atau kota/ kabupaten yang berbeda pada
propinsi yang sama atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung
dengan kota/kabupaten pada propinsi lokasi kantor pusat BPR. Direktur Utama
bertempat tinggal di Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan
Direktur bertempat tinggal di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,

masih dalam provinsi yang sama pada lokasi kantor pusat BPR.
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Seluruh Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris serta secara sendiri
atau bersama-sama tidak memiliki saham pada perusahaan atau menjadi pemegang
saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank sehingga dapat di sebut independen
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Dewa Nyoman Artaning Dita Sebagai Direktur Utama PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI bersamaan dengan pengangkatan Elly Yulianti, selaku Direktur PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI, dimana Direktur Utama diangkat sesuai Akta Pernyataan
Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum Pemegang Saham No: 16 tanggal 29
September 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta,
tentang akta pernyataan keputusan rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang
mana pengangkatan tersebut sudah diberitahukan melalui Surat No 050/MBM/IX/Lap-
2021 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-24/KR.081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan
pengangkatan kembali Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
49/KR.0812/2022 pada tanggal 20 Februari 2022

Sedangkan pengangkatan Elly Yulianti, diangkat menjadi Direktur PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI diangkat sesuai Akta Pernyataan Pemegang Saham yang diambil diluar
Rapat Umum Pemegang Saham No: 16 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh
Notaris Agung Iriantoro, Notaris/ PPAT, di Jakarta, tentang akta pernyataan keputusan
rapat PT PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, yang mana pengangkatan tersebut
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-
24/KR.081/2016 pada tanggal 11 Agustus 2016 dan telah mendapat persetujuan
pengangkatan kembali Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusa
Tenggara sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-
49/KR.0812/2022 pada tanggal 20 Februari 2022

Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat
Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan Penerapan
Fungsi Kepatuhan Bagi BPR, maka dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada tanggal
04 Mei 2017, Direktur telah difungsikan sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan. Proses pengajuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ke OJK
telah di lakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PT.BPR MITRA BALI MANDIRI
telah mengajukan permohonan persetujuan Direkiur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan kepada OJK melalui Surat No 148/SGP/DIR/VI/2017 tanggal 28 Juli 2017
perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan. Menindaklanjuti permohonan tersebut OJK telah melakukan uji kelayakan
dan kepatutan pada bulan Juli dan telah dinyatakan lulus melalui surat Nomor
SR.170/KR.081/2017 pada tanggal 26 Juli 2017 Bank telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai
dengan tanggal berakhirnya masa jabatan sebagai Direktur Perseroan.

Seluruh Anggota Direksi merupakan tenaga professional yang memiliki pengalaman
pada industri perbankan dan telah lulus penilaian Kemampuan dan Kepatutan ( /it And
Proper Test ). Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa
Keuangan.

C. MASA JABATAN
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Pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dengan Pernyataan Pemegang
Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI ~ No: 16 tanggal 29 September 2021 dengan agenda persetujuan
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI:

Dewa Nyoman Artaning Dita |Di 3 [29082024 [No. 1672021 |S49KR 08122022
2 |Elly Yulianti Direktur 3 [290082024 [No. 1672021 [S49/KR 08122022

D. SERTIFIKASI PROFESI DIREKSI
Sampai dengan Tahun 2021, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program
Semﬁkasx Profe51 Dlrek51 yang d:adakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM

Dewa Nyoman Artaning Dita irektu 64127 112063326 2018 |21 Des 2023
2 |Elly Yulianti 164127 1120 6 0638 2021 |14 Jun 2026

E. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEUANGAN, KEPEMILIKAN,
KEPENGURUSAN DAN KELUARGA

Guna memenuhi aspek transparasi maka berikut kami sampaikan Transparansi Hubungan

Kepemilikan, Kepengurusan dan Keluarga :

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain oleh anggota
Direksi sebagai berikut :

Dewa Nyoman Artaning Dita X
Elly Yulianti X

ol b
P

Kepemilikan Saham Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

Dewa Nyoman Artaning Dita - - - -

Elly Yulianti . = 5 -

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan /atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut :
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Dewa Nyoman Artaning Dita X X X
Elly Yuliant X X X X X X

o<
>
=

Seluruh anggota Direksi PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki hubungan
kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki hubungan
keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan Komisaris dan /
atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat disebut
Independen.

F. RAPAT DIREKSI
Pelaksanaan Rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sesuai dengan
Pedoman dan Tata Tertib Direksi 2016, adapun rapat Direksi terdiri dari rapat bulanan
dengan Pejebat eksekutif dan juga seluruh karyawan. Rapat Direksi masih didominasi oleh
pembahasan kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian rencana kerja, pengembangan 1
bulan kedepan, tindak lanjut hasil audit & isu-isu strategis / penetapan kebijakan stategis.
Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan tetapi diluar jadwal
tersebut Direksi dapat mengundang pejabat untuk mengadakan rapat membahas hal-hal
vang perlu diketahui dan/atau mendapat keputusan segera. Selama tahun 2021, telah
diselenggarakan sebanyak 12 kali Rapat Direksi dengan Pejabat Bank yang juga di hadiri
oleh Komisaris Utama PT.BPR MITRA BALI MANDIRI, adapun rekapitulasi kehadiran
dalam Rapat Direksi dengan Pejabat Bank selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I i 4 33% 12 100%
2 |1 Wayan Suandiana misari 4 33% 12 100%
3 |Dewa Nyoman Artaning Dita | Direktur Utama 12 100% 4 33%
4 |Elly Yubant | Direktur 12 100% 4 33%
5_|Putu Sincia Dewi [PE Kepala Bagian Operasional 12 100% 4 33%
6 |NiKadek Sri Lisa Febriyanti  |PE SPI 12 100% 4 33%
7 |Putu Indah Suprabawati |PE Kepatuhan 12 100% 4 3%
8 |INyoman Sumartana [Kepala Sub Bagian Remidial 12 100% 4 33%
9 |Putu Ariastuti [Kepala Sub Bagian Marketing 12 100% 4 33%

Acara Rapat Direksi dengan seluruh Pejabat Bank PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang
dihadiri oleh Komisaris Utama seluruhnya diselenggarakan di Kantor Pusat PT.BPR
MITRA BALI MANDIRI. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan dan Pedoman Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan
jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan dalam setiap Rapat Direksi
dengan Pejabat Bank dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Seluruh keputusan
rapat telah dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.

G. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

Direksi tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain
Remunerasi dan fasilitas lainya yang ditetapkan dalam RUPS. Total remunerasi Direksi
selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:
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Gaji
Tunjangan Telepon 2 Rp 15,600,000.00
Tantiem

Kompensasi berbasis saham
Remunerasi Lainnya

ji 2 Rp 266,175,000.00

i | e |

Total Rp 281,775,000.00

1 [Perumahan
Transportasi 2 Unit 1 Mobil Xenia dan 1 Mobil Avanza
Asuransi Kesehatan

Fasilitas Lainnya

= e o

H. PROGRAM PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN

Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,
Training atau seminar yang di ikuti oleh Direksi pada tahun 2021 antara lain adalah sebagai
berikut :

1. Direktur Utama (Dewa Nyoman Artaning Dita.)

» Sosialisasi Penawaran Program Marketing BPR Mitra Grup Bali oleh Pak
Ngurah tanggal 16 Agustus 2021

» Rapat Rutin Bulanan ke BPR Kantitanggal 29 September 2021

» Pelatihan Rencana Bisnis BPR oleh Perbarindo di Harris Hotel tanggal 28
Oktober 2021

» Pelatihan LPS Penegakan Kepatuhan serta Pencegahan Tindak Pidana
Perbankan oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 17 Nopember 2021

» Rapat Koordinasi Rakerda oleh DPD Perbarindo di Hotel Golden Tulip tanggal
18 Nopember 2021

2. Direktur (Elly Yulianti.)

» Pemberitahuan Kewajiban Angsuran PPH Pasal 25 mulai tahun pajak 2021 oleh
Kantor Pelayanan Pajak via zoom tanggal 09 Maret 2021

> Pelatihan Survailen Direksi oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 07 s/d 12 April
2021

» Rapat Kerja oleh Perbarindo di Hotel Golden Tulip Denpasar tanggal 24 Juni
2021

» Penerapan Program Apu PPT berbasis Resiko terkait tindak pidana kehutanan
sebagai tindak pidana asal beresiko tinggi Pencucian uang oleh OJK (Virtual)
tanggal 13 Juli 2021

» Penerapan Program Apu PPT berbasis Resiko terkait tindak pidana asal (TPA)
Luar Negeri OJK (Virtual) tanggal 07 September 2021

» Penerapan Program Apu PPT berbasis Resiko terkait tindak pidana narkotika
sebagai tindak pidana asal beresiko tinggi Pencucian uang oleh OJK (Virtual)
tanggal 07 September 2021
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Penyampaian Buku Cetak Biru Pengembangan SDM di Sektor Jasa Keuangan
2021-2025 oleh OJK (Virtual) tanggal 15 September 2021

Undangan Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR) oleh OJK (Virtual) tanggal
20 September 2021

Seminar Nasional Pefindo Kredit 2021 oleh Perbarindo di The Avanya Beach
Resort Bali tanggal 18 Nopember 2021

Rakerda DPP Perbarindo Bali 2021 oleh Perbarido tanggal 24-25 Nopember
2021

Undangan OJK mengajar dengan Tema Transformasi Perbankan di Era
Digitalisasi oleh OJK (Virtual) tanggal 21 Oktober 2021

Undangan sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)
Modul Laporan Rencana Bisnis BPR/BPRS oleh OJK (Virtual) tanggal 27
Oktober 2021

Undangan Suvtainable Finance : The Changing Face Of Financial Institution
oleh OJK (Virtual) tanggal 22 Nopember 2021

Undangan Launching Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia bagi
Industri BPR/BPRS 2021-2025 oleh OJK (virtual) tanggal 30 Nopember 2021
Undangan Seminar Akhir Riset OJK tahun 2021 oleh OJK (virtual) tanggal 2
Desember 2021

Undangan Seminar Motivasi oleh Perbarindo di Art Center tanggal 03
Desember 2021

Webinar menyongsong tahun 2022 oleh OJK (virtual) tanggal 09 Desember
2021

Webinar OJK Fintech Research oleh Perbarindo (Virtual) tanggal 10 Desember
2021

Pengkinian Profil pada sistem informasi Program Anti Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme ( SIGAP) oleh OJK (virtual) tanggal 30
Desember 2021

Sedangkan program Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang
keuangan dan lainya ke seluruh tingkatan jenjang organisasi dengan mengikutsertakan
pegawai BPR dalam pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas
individu pada tahun 2021 antara lain sebagai berikut :
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REALISASI PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA

TANGGAL REALISASI JENIS PELATIHAN PENYELENGGARA PESERTA
Sosialisasi Workshop tentang
15 Januari 2021 Pelaporan melalui Go AMLbagi  |Perbarindo (Virtual) "F"d"" s":"b’“" i s
Industri BPR Tahap Il Ehdjan
Pelatihan Stress Test POJK 48
08 Maret 2021 terhadap Ketahanan Modal BFR Perbarindo (Virtual) Lisa Febriyanti
oleh Bpk Lucas
07 s/d 12 April 2021 {Pelatihan Survailen Direksi Perbarindo (Virtual) |Elly Yulianti
Undangan Festival Ekonomi dan
27-29 April 2021 iKeunnglﬂ Digital Indonesia (FEKDI) |Bank Indonesia (Virtual) |Lisa Febriyanti
2021 wilayah Bali
04 s/d 07 Mei 2021 {Pelatihan Sertif Suvailen Komisaris |Perbarindo (Virtual) | Wayan Suandiana
09 Juni 2021 AT PYCapel EXCrOMITMN s Rieas Sariah (Vs lincaSprbeiati
20212022 |
10Juni 2021 Tipologi Pencudian Uang Pusdiklat PPATK (Virtual) |Dewl Suantari, Lisa Febriyanti
Pelatihan SPI Pemula Pemahaman  |Akuntan Publik Ketut Budlarﬂ-nl
AEeptem ey 02L tentang dasar-dasar pemeriksaan  |dan Anggiriawan Rk Y
15-16 September 2021  |Workshop Micro Business (MBG)  |BPR Kanti Adi Saputra
Undangan Sosialisasi Ketentuan dan
Aplikasi Pelaporan Online OJK Elly Yulianti, Lisa Febriyanti dan
20 September 2021 i Bulanangank |0 Virtwal) =
Perkreditan Rakyat (LBBPR)
Undangan Soslalisasi Struktur Data
28-Sep-21 dan Aplikasi OJK-BOX (OBOX) OJK (Virtual) Sincia Dewi, Evi dan Lisa Febriyanti
BPR/BPRS
Sosialisasi Perubahan Laporan
06 Oktober 2021 Bulanan Apolo SE OJK No 18 th Programer NBP-Sys (Virtual)  |Sincia Dewi, Evi dan Hendra
28 Oktober 2021 |Petatinan Rencana Bisnis BPR Perbarindo ;’g"”““““‘“ S8 S ot
Seminar Nasional Pefindo Kredit )
18 Nopember 2021 2021 Perbarindo Elly Yulianti
24.25 Nopember 2021 |Rakerda DPP PerbarindoBali 1o, iy Elly Yulianti
26 Nopember 2021 |:u":;“f?“ Shering SeasionE-KTP  |o0 barindo [Putu Sincia Dewi
Webinar Pengenalan RCSA (Risk
02 Desember 2021 Control Self Assesment) Penilaian |Perbarindo (Virtual) ::’",'"::" Fpeatawat day Lisa
|Mandiri Pengendalian Resiko Y
Peran Internal Audit dalam ; X
1
03 Desember 2021 Penatistan Tata Kelota AIB (Virtual) Lisa Febriyanti
Sosialisasi Ketentuan dan Aplikasi
16 Desember 2021 Pelaporan Online OJK {APOLO) Perbarindo (Virtual) ::::;;:;h SUPNAURHAU LI
Modul Lap Profil Resiko BPR/BPRS

1. KOMITE- KOMITE

Jumlah modal PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi akhir tahun 2021 adalah
Rp. 3.449.818.920,- ( Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan
Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah ) sehingga tidak
diwajibkan membentuk : Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Resiko
dan Komite Manajemen Resiko dan Satuan Kerja kepatuhan, dalam pelaksanaanya
Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Audit

Internal Dan Staff di bidang APU PPT

021 14|45



Selain hal tersebut diatas Direksi hanya membentuk Komite Kredit bertugas untuk
memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan
arahan-arahan Direksi. Komite Kredit adalah Komite Operasional yang membantu
Direksi baik dalam mengevaluasi dan/ atau memutuskan pengeluaran kredit,
perpanjangan dan perubahan kredit dalam batas wewenang yang berlaku.
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BAB Il
DEWAN KOMISARIS

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.

Keberadaan Dewan Komisaris dalam pengelolaan perusahaan adalah sangat penting.
Penetapan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris ini pada dasarnya diatur dalam
Undang- Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan
Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance serta kebijakan
interm PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI yang secara keseluruhan merupakan
panduan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
terkait dengan pengelolaan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Bank dan merujuk kepada Undang-Undang Perseroan
Terbatas, dan khususnya ketentuan-ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan
tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah mengawasi Direksi dalam
menjalankan operasional Bank. Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka
Dewan Komisaris:

1. Dewan Komisaris Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
prinsip- prinsip Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik.

2. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya
pelaksanaan Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik. dalam setiap
kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dimana paling
kurang harus diwujudkan dalam:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

c. Benturan kepentingan.

d. Penetapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.

e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern.
f. Batas Maksimum Pemberian Kredit.

g. Rencana Bisnis.

h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

4. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis
Bank.

5. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3, Dewan
komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasioanl
Bank, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian Kredit kepada Direksi
sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Bank atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan
audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor
intern, Dewan Komisaris dan/atau auditor ekstern.

7. Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan.
b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
8. Dewan komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus di

evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.
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B. PENGAWASAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris secara pro aktif melakukan pengawasan
dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan dilakukan secara langsung
termasuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada
Direksi.

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dalam memberikan saran dan
rekomendasi, antara lain :

NIER N O A 2

10.

11
12.
13.
14.

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank Tahun 2021, berupa
penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk
penerapan kepatuhan terhadap ketentuan.

Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja
keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings),
kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Kecukupan Permodalan Bank.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP).

Likuiditas Bank.

Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.

Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Mengawasi tindak lanjut hasil temuan audit intern, kualitas dan pengembangan
operasional.

Penerapan GCG dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap peraturan-
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan lainnya.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme .
Penerapan Perlindungan Konsumen.

Prosedur & Kebijakan Perkreditan dan Operasional.

Saran lainya sesuai dengan tugas.

Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi agar Direksi memberikan perhatian
khusus dan melakukan perbaikan-perbaikan, antara lain:

2.

Dewan Komisaris telah memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Direksi

sehubungan dengan tidak tercapainya Rencana Kerja tahun 2021,

Kebijakan Direksi melakukan reorganisasi dan restaffing, perlu disosialisasikan

kepada segenap jajaran SDM baik di Kantor Pusat maupun Kas, serta diimbangi oleh

kejelasan dalam Uraian Jabatan bagi para karyawan pimpinan dan kejelasan perincian
tugas bagi segenap karyawan pelaksana.

SDM sebagai pendukung utama untuk pengembangan kinerja Bank, harus secara

terus menerus mendapat pembinaan antara lain :

a Program pendidikan/training bagi seluruh SDM secara berkelanjutan. Peningkatan
profesionalisme/kompetensi sumber daya Manusia sebagai aset utama Bank
secara kualitas maupun kuantitas, tetap harus menjadi perhatian manajemen
karena akan meningkatkan kualitas daya saing Bank dibandingkan dengan
kompetitor. Kegiatan pendidikan harus menjadi kegiatan sehari-hari dan terus
menerus untuk menciptakan Sumber Daya Manusia di semua lapisan yang
professional di bidangnya masing-masing. Kegiatan training-training yang terus
menerus akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang terjadi karena human eror
akibat SDM yang tidak memiliki kompetensi.

b. Adanya kebijakan dan prosedur di bidang SDM yang meliputi tata laksana
penerimaan karyawan, jenjang penggajian, Kkepangkatan, rotasi/mutasi,
promosi/demosi, pemberian penghargaan, pemberhentian dsb, dapat menekan
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fluktuasi keluar/masuk SDM sekecil mungkin. Tenaga-tenaga yang telah terdidik
dan memiliki profesionalisme yang semakin tinggi dapat terus mengabdikan
dirinya di Bank serta memberikan ketentraman & suasana kerja produktif bagi
seluruh SDM. Karyawan dapat mengetahui hak-hak dan kewajibannya dan dapat
memprediksi jenjang karir yang jelas setelah masa kerja tertentu.
. Kebijakan Direksi untuk mengembangkan Kredit dan pendanaan, harus dilaksanakan
berdasarkan prinsip kehati-hatian , serta diimbangi oleh fungsi pengawasan yang baik
melalui optimalisasi fungsi Internal Control. Fungsi audit harus dilaksanakan terhadap
setiap segmen Kredit mencakup pelaksanaan/kepatuhan terhadap prinsip kehati-
hatian, sampai dengan fungsi remedial dan kualitas penagihan (collection) sebagai
bagian dari mitigasi risiko.

. Bank perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, tidak hanya melalui

penerapan Standard Operating Procedure (SOP) secara disiplin, namun juga harus

memberikan pelayanan yang prima berdasarkan etika profesionalisme melebihi tingkat
harapan dari nasabah, yang dapat memberika nilai tambah sebagai daya saing dengan
kompetitor.

. Perlu terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan untuk lebih mencapai tingkat

kepuasan nasabah yang prima (customer satisfaction). Hal ini tentunya sangat sejalan

dengan industri Perbankan yang menjalankan usaha atas dasar kepercayaan serta dapat
mengemban amanah yang dititipkan oleh para nasabah Bank.

. Untuk memelihara pelaksanaan GCG pada posisi yang baik, agar dilakukan antara lain;

a Evaluasi terhadap Kebijakan dan Prosedur/Pedoman Kerja yang sudah ada, apakah
perlu direvisi atau tidak, terkait dengan perkembangan bisnis maupun adanya
ketentuan ekstern/perundang-undangan yang berubah atau baru.

b. Uraian Jabatan para Karyawan Pimpinan dan uraian tugas para karyawan yang
sudah ada agar di evaluasi, agar sesuai dengan perubahan organisasi yang
menunjang Rencana Bisnis Bank.

¢ Percepatan pelayanan kepada nasabah tetap terjaga dengan baik tanpa adanya
pelanggaran terhadap prosedur maupun service level agreement antar
organisasi/satuan kerja di Bank. Tetap memperhatikan prinsip faimess bahwa setiap
satuan kerja/organisasi melaksanakan tugas sesuai dengan batasan tugas dan
tanggung jawabnya.

. Bank harus senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian didalam proses pemberian

kredit, dalam rangka memitigasi risiko kredit dan meminimalisir potensi timbulnya

NPL. Sedangkan NPL yang ada agar diupayakan untuk segera diselesaikan. Bila

debitur masih beritikad baik maka penyelesaiannya melalui negosiasi atau bila perlu

restrukturisasi, sedangkan bila itikad debitur sudah tidak baik maka penyelesaiannya
melalui proses hukum.

. Didalam kegiatan pengembangan bisnis Bank harus senantiasa berusaha memitigasi

risiko- risiko inherent yang masih termasuk kategori high maupun moderate to high

secara terus menerus sehingga dapat ditekan pada level setinggi-tingginya moderat,
karena risiko-risiko inheren akan berpengaruh kepada penilaian tingkat kesehatan

Bank. Risk Control System Kredit, kepatuhan, Likuiditas, Operasional, dasar

Kepatuhan, agar terus ditingkatkan kualitasnya, sehingga yang sementara dinilai

Marginal dapat ditingkatkan kualitasnya meningkat menjadi Fair, Satisfactory bahkan

Strong.
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10. Sesuai dengan visi Bank menjadi Bank yang tumbuh dan berkembang secara sehat,
bahwa Bank telah menentukan fokus ekpansi usaha kedepan adalah pada segmen pasar
usaha mikro kecil menengah (UMKM), Dewan Komisaris menilai bahwa segmen pasar
yang dipilih tahun 2021 dan beberapa tahun kedepan sudah tepat, untuk dasar
melakukan akselerasi pertumbuhan bisnis Bank.

C. STRUKTUR, KOMPOSISI DAN INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Akta Pemyataan Pemegang Saham yang diambil diluar Rapat Umum
Pemegang Saham No: 24 pada tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Agung

Iriantoro, Notaris/ PPAT, Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI pada posisi 31

Desember 2021 berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris

Utama dan | (satu) orang Komisaris dengan komposisi sebagai berikut:

| |Drs I Gusti Agung Anom Harsana, Ak. Komisaris Utama  |Independen

2 |l Wayan Suandiana, BA Komisaris Independen
Jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK No 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR sebanyak 2 (dua) orang adalah sama dari
jumlah anggota Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang. Sesuai kartu identitas diri masing-
masing maka seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal / berdomisili di
Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor
pusat BPR.

D. MASA JABATAN
Pengangkatan Dewan Komisaris telah memperoleh persetujuan dengan Pernyataan
Pemegang Saham Yang Diambil diluar Rapat Pemegang Saham PT. BPR MITRA BALI
MANDIRI No : 24 pada tanggal 30 April 2021. dengan agenda persetujuan
pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota
Dewan Komisaris Bank :

2 || Wayan Suandiana, BA [Komisars 3 [2s030024 [No. 242021 [S-285KR08122021

E. SERTIFIKASI PROFESI DEWAN KOMISARIS
Sesuai Daftar Riwayat Hidup ( CV ) masing-masing maka seluruh Anggota Dewan
Komisaris memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan yang memadai.
Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit & Proper test oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Sampai dengan tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah lulus program
Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Professi
(LSP) LKM Certif ,adalah sebagai berikut:

Drs [ Gusti Agung Anom Harsana, Ak, |Komisaris Utama {64127 11206 3416 2018 |21 Des 2023
2 |1 Wayan Suandiana, BA {Komisaris {64127 1120 6 2571 2021 {20 Des 2026
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F. TRANSPARANSI HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEUANGAN,
KEPENGURUSAN DEWAN KOMISARIS

Hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris sebagai
berikut :

Drs I Gusti Agung Anom Harsana, Ak. X X X

| Wayan Suandiana, BA X X X

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Drs I Gusti Aﬂ Anom Harsana, Ak. - - - -
I Wayan Suandiana, BA - - - -

Komisaris Utama dan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRI tidak memiliki
hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki
Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebut Pihak Independen.

Hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Dewan Komisaris dengan insan anggota
Dewan Komisaris dan / atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sebagai
berikut:

Drs | Gusti Agung Anom Harsana, Ak X X X

| Wayan Suandiana, BA X X X

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT.BPR MITRA BALI MANDIRItidak memiliki
hubungan kepengurusan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain dan tidak memiliki
hubungan keluarga dan keuangan antar anggota Direksi dengan insan anggota Dewan
Komisaris dan / atau Anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali sehingga dapat
disebut Independen.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris Tahun 2016 pelaksanaan Rapat
Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala dan di sesuaikan dengan
kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali
dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2021, telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris
sebanyak 4 kali pertemuan. Adapun pelaksanaan dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris

Laporan GCG PT.BPR MITRA BALI MANDIRI TAHUN 2021 20|45



adalah sebagai berikut :

1 |Drs I Gusti Agu_ng Anom Harsana, Ak. Komisaris Utama 100%
2 |l Wayan Suandiana, BA Komisaris 4 100%
Jumlah Rapat 4 100%

Dari 4 kali pertemuan rapat, Dewan Komisaris sangat konsisten dengan tugas dan tanggung
jawabnya hal itu, terbukti dari pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang di hadiri oleh
seluruh Anggota Dewan Komisaris dengan prosentase 100 %.

1. Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kantor Pusat PT.BPR MITRA BALI
MANDIRI.

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat, hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah
rapat.

3. Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komusaris dilakukan berdasarkan musyawarah
dan mufakat.

4. Dalam pelaksanaanya pembahasan materi rapat dilakukan secara dinamis dimana
masing- masing peserta rapat telah menyampaikan pendapat dengan bebas dan terbuka
serta keputusan rapat yang di ambil secara demokratis dan hasil rapat yang di tuangkan
dalam risalah dan di dokumentasikan dengan baik .

H. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN
KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan / atau menerima keuntungan pribadi dari

Bank Selain remunisasi dan fasilitas lainya sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS.

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1 |Gaji 2 Rp 97,500,000.00

2 [Tunjangan Transport dan Telepon 2 Rp 20,800,000.00

3 |Tantiem

4 |Kompensasi berbasis saham

5 [Remunerasi Lainnya =
Total Rp 118,300,000.00
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BAB IV
BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (Conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis
Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan
Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan
berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan GCG secara
keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan tersebut, maka
Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan- batasan tertentu yang berhubungan dengan
benturan-kepentingan tersebut sebagai berikut :

1)

2)

4)

Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak —pihak terafiliasi, maka
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainya dilarang mengambil tindakan yang
dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan
kepentingan di maksud dalam setiap keputusan.

Pengungkapan benturan kepentingan tersebut harus di tuangkan dalam risalah rapat dengan

mencatat nama pihak- pihak yang memiliki benturan kepentingan serta dasar pertimbangan

pengambilan keputusan.

Guna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan Bank atau

mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan

intern mengenai :

a Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan
pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan.

b Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan sebagaimana tertuang
dalam Standar Operation & Prosedure (SOP) maupun melalui pengaturan kewenangan
memutus.

¢ Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus di tatausahakan
atau dicatat dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.

Direksi dan Pejabat Eksekutif harus sedapat mungkin menghindari terjadi benturan

kepentingan dengan pihak terafiliasi lainya dalam pengambilan keputusan yang dapat

menimbulkan kerugian Bank.

Untuk menghindari konflik antar kepentingan pribadi dan kepentingan Bank , Setiap Insan

PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dilarang:

1. Menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan antara dirinya dengan Bank.

2. Memiliki usaha yang berhubungan langsung atau terkait dengan aktivitas Bank.

3. Memiliki usaha atau bisnis pribadi di luar pekerjaanya sebagai insan PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI yang mengganggu dan mempengaruhi profesionalisme dan Integritas
pegawai yang bersangkutan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direksi
dan atau Dewan Komisaris.

4. Membiarkan kondisi keuangan masing-masing yang berpotensi melakukan

penyimpangan dalam menjalankan tanggung jawab kepada Bank.

Memanfaatkan informasi internal untuk kepentingan pribadi atau bisnis di luar Bank.

6. Melakukan hal-hal lain yang kiranya dapat mengakibatkan kerugian Bank, termasuk
segala kerjasama antara insan PT.BPR MITRA BALI MANDIRI dengan pihak lain
yang di dasarkan pada hubungan kefuarga semata, atau perkawanan yang akan
memberikan peluang pada kecurangan.

Lh
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Dalam periode tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang menyebabkan berbenturan
kepentingan, dengan demikian tidak ada kerugian atau hal yang merugikan keuntungan
Bank.
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BABYV
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang
berlaku, standar-standar, etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari
upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk
senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.3/2015, Bank wajib menunjuk
salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan
Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, PT.PT.BPR MITRA
BALI MANDIRI telah melakukan pemenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi
kepatuhan termasuk memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Perseroan untuk
bertindak sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Penunjukan Direktur
Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan minimum, yaitu tidak
menangani penyaluran dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan
perundang- undangan lain vang berkaitan dengan perbankan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan,
PT. PT.BPR MITRA BALI MANDIRI telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen
terhadap operasional BPR untuk melaksanakan fungsi kepatuhan yaitu Kepala Bidang
Kepatuhan yang merangkap Manajemen Resiko & APUPPT efektif pertanggal 21 Juli 2017

A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR KEPATUHAN

. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen
yang di buat oleh Bank terhadap Otortas Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis
Bank (RBB) atau business plan. Sedangakan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah
kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam
pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan
Otoritas Jasa Keuangan.

2 Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.

3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan di
tetapkan oleh Direksi.

4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun
ketentuan dan pedoman internal bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan,
sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan
ketentuan OJK dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal kredit di atas jumlah tertentu.

6. Melakukan pengkajian atas kebijakan dan prosedur Bank atau kebijakan strategis yang
memerlukan persetujuan Direktur Utama. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang
menjalankan fungsi kepatuhan yang di atur dalam prosedur tersendiri.

Meminimalkan risiko Kepatuhan Bank.

Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan / atau keputusan yang di ambil

Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

perundangundangan yang berlaku.

9. Melakukan tugas-tugas lainya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan yang telah
ditetapkan dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi PT.BPR MITRA BALI

MANDIRI.
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